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1. Pendahuluan

Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat
kehidupan masyarakat
pemenuhannya memerlukan sarana yang memadai

krusial bagi

ABSTRACT

The practice of drilling domestic wells in rural communities often relies on
traditional verbal agreements that are prone to triggering Islamic civil disputes.
This study aims to analyze deviations from drilling specifications in Pabrik Ateng
Village, North Lampung; examine the validity of the ujrah contract; and
formulate a compensation mechanism (dhaman) from the perspective of Sharia
Economic Law. Using a qualitative, juridical-empirical field research method,
data were collected through in-depth interviews, observations, and
documentation. The results indicate that deviations include the manipulation of
pipe quality, unilateral cessation of drilling, and the extortion of additional fees,
which render the contract an “ijarah fasid” due to the elements of gharar and
tadlts. The main findings confirm that reconstructing a proportional
compensation governance framework based on calculations of actual damages
(real damage)—integrated into written agreement standards (kitabah) oriented
toward mitigating geological risks—can ensure legal certainty and protect

consumers in commercial transactions.

ABSTRAK

Praktik pengerjaan sumur bor domestik di masyarakat pedesaan sering kali
bersandar pada kesepakatan lisan tradisional yang rentan memicu sengketa
perdata Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyimpangan
spesifikasi pengerjaan sumur bor di Desa Pabrik Ateng, Lampung Utara,
meninjau keabsahan akad ujrah, serta merumuskan mekanisme ganti rugi
(dhaman) perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Menggunakan metode penelitian
lapangan (field research) yuridis-empiris berk pendekatan kualitatif, data
dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan penyimpangan meliputi manipulasi kualitas pipa,
penghentian pengeboran sepihak, dan pemerasan biaya tambahan yang
menyebabkan akad berstatus ijarah fasid akibat unsur gharar dan tadlis. Temuan
utama menegaskan bahwa rekonstruksi tata kelola ganti rugi proporsional
berbasis kalkulasi kerugian riil (real damage) yang diintegrasikan ke dalam
standar perjanjian tertulis (kitabah) berorientasi mitigasi risiko geologis mampu
menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen muamalah.

seperti sumur bor modern. Pada realitasnya dalam
pembuatan sumur bor modern tidak lagi
menggunakan metode tradisional melainkan
melibatkan keahlian teknis, peralatan berat, dan

sehingga
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prosedur khusus yang umumnya ditransaksikan
melalui akad ujrah yang artinya jasa pemberian upah
antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Pada
perspektif Hukum Ekonomi Syariah akad ini
menuntut adanya kejelasan objek kerja, besaran
upah serta spesifikasi teknis yang disepakati agar
mencerminkan prinsip kejujuran (shidg) dan
keadilan (“adl). Tetapi modernisasi alat bor ini juga
membawa risiko kegagalan teknis yang lebih tinggi
sehingga memerlukan tanggung jawab profesional
dan komitmen moral yang kuat dari para pihak yang
berjanji.(Bangapadang et al., 2025)

Kondisi empiris di Desa Pabrik Ateng,
Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung
Utara ini menunjukkan bahwa fenomena yang
berseberangan dengan idealisme akad tersebut.
Sebagian besar transaksi pengerjaan sumur bor di
wilayah ini hanya didasarkan pada kesepakatan lisan
tanpa adanya kontrak tertulis yang rinci. Ketiadaan
dokumentasi tertulis ini menyebabkan batasan
spesifikasi teknis seperti kedalaman minimal sumur,
diameter pipa, jenis bahan yang digunakan dan debit
air yang diharapkan menjadi kabur dan rawan
manipulasi. Akibatnya bahwa pelaksana jasa sering
kali mengklaim sepihak bahwa pekerjaan mereka
telah selesai sesuai standar sementara pengguna jasa
merasa kecewa karena hasil nyata di lapangan tidak
sesuai dengan pembicaraan awal mereka.

Ketidakjelasan klausul ini memicu permasalahan
utama berupa tindakan wanprestasi atau kelalaian
dalam pelaksanaan akad kerja (‘aqd al-‘amal).
Warga Desa Pabrik Ateng mengeluhkan berbagai
kerugian finansial akibat hasil pengeboran yang
tidak mencapai kedalaman yang dijanjikan
kemudian juga adanya penggunaan pipa yang tipis di
luar spesifikasi hingga sumur yang sama sekali tidak
mengeluarkan air. Masalah semakin diperparah
ketika oknum pelaksana jasa menghentikan
pengeboran di tengah jalan sebelum tuntas namun
tetap menuntut pelunasan pembayaran secara penuh.
Ketika komplain diajukan konflik horizontal malah
kerap terjadi karena dalam akad lisan mereka
sebelumnya tidak pernah disepakati mekanisme dan
ukuran ganti rugi (dhaman) yang jelas dan
proporsional jika terjadi kegagalan
proyek.(Sulistyono & Muliadi, 2025)

Melihat peliknya sengketa tersebut maka studi
ini mendesak untuk dilakukan guna mengkaji
penyelesaian ganti rugi pengerjaan sumur bor di
Desa Pabrik Ateng melalui kacamata Hukum
Ekonomi Syariah. Hukum Islam secara tegas
melarang adanya unsur gharar (ketidakjelasan) serta
tadlis (penipuan) dalam transaksi serta mewajibkan
adanya pertanggungjawaban kompensasi atas

kerugian pihak lain berdasarkan kaidah fikih yaitu
“man tasabbaba fi dhararil ghairi fahuwa dhamin”.
Melalui pendekatan deskriptif-analitis maka artikel
ini bertujuan membedah praktik penyimpangan
pengerjaan sumur bor di lapangan dan menganalisis
sejauh mana penerapan konsep ganti rugi
(ta 'wid/dhaman) yang diterapkan masyarakat telah
memenuhi asas keadilan syariah serta relevansinya
terhadap hukum positif di Indonesia.(Salsabila et al.,
2025)

Sejumlah literatur terdahulu umumnya hanya
mengkaji wanprestasi akad ijarah secara umum atau
penyelesaian sengketa perdata Islam pada sektor
perdagangan konvensional. Kebaruan (novelty) dari
penelitian ini terletak pada penawaran model tata
kelola rekonstruksi akad wujrah khusus jasa
infrastruktur domestik pedesaan. Penelitian ini
merumuskan skema ganti rugi (dhaman/ta wid)
proporsional berbasis kalkulasi kerugian riil (real
damage) dan mitigasi kendala geologis tanah, yang
diintegrasikan ke dalam draft standardisasi
perjanjian tertulis (kitabah) tingkat desa.(Suntana &
Priatna, 2023)

2. Landasan Teori
Kerangka teoretis penelitian ini dibangun di atas
pilar-pilar Fikih Muamalah dan Hukum Ekonomi
Syariah, khususnya mengenai ketentuan akad ujrah,
bahaya kecacatan akad (gharar dan tadlis), serta
prinsip ganti rugi (dhaman).
A. Akad Ujrah / Ijarah al-'Amal
Akad wjrah atau ijarah al-‘amal adalah
perjanjian penyerahan jasa/tenaga kerja
dengan imbalan upah (ujrah). Keterisian
rukun akad mencakup ‘@gidain (subjek yang
berakad), ujrah (imbalan), dan ma 'qid ‘alaih

(objek pekerjaan). Objek pekerjaan wajib

memenuhi syarat kejelasan (ma’liim) agar

tidak menimbulkan perselisihan.
B. Formulasi Garis Risiko: Gharar dan Tadlis

1) Gharar (Ketidakjelasan): Terjadi ketika
variabel utama pekerjaan seperti batas
kedalaman atau kualitas material yang
dibiarkan tidak terukur.

2) Tadlis (Penipuan/Penyembunyian Cacat):
Terjadi ketika pelaksana secara sadar
mengeksploitasi  ketidaktahuan teknis
konsumen, misalnya dengan menurunkan
spesifikasi  pipa tanpa persetujuan
(Sulthonuddin & Muttaqin, 2025).

C. Konsep Dhaman (Ganti Rugi) dan Khiyar
Prinsip dhaman atau ta’'wid merupakan
bentuk tanggung jawab perdata Islam untuk
mengembalikan  kondisi  pihak  yang
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dirugikan ke keadaan semula. Hal ini
ditopang oleh kaidah asasi “Adh-Dhararu
Yuzal” (Kemudaratan harus dihilangkan).
Kehadiran cacat (‘aib) pada objek jasa
mengaktifkan hak khiyar ‘aib bagi konsumen
untuk membatalkan akad (faskh) atau
meminta penyesuaian/pemberian kompensasi
yang proporsional.

3. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian
lapangan  (field research) kualitatif yang
menggunakan pendekatan yuridis-empiris.(Niam et
al., 2024) Fokus utama dalam prosedur penelitian ini
adalah menelaah secara langsung fakta dan gejala
sosial di lapangan mengenai pelaksanaan ganti rugi
dalam pengerjaan sumur bor yang dikaji dari sudut
pandang sosiologi hukum Islam. Sifat penelitian ini
adalah  deskriptif-analitis di mana peneliti
mendeskripsikan  secara sistematis fakta riil
mengenai ketidaksesuaian spesifikasi sumur bor di
lokasi penelitian, untuk kemudian dianalisis secara
mendalam menggunakan pisau analisis Hukum
Ekonomi Syariah. Lokasi yang dipilih dalam
penelitian ini adalah Desa Pabrik Ateng, Kecamatan
Bukit Kemuning,
Utara.(Pujiati, 2024)

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth
interview) bersama 3 orang informan kunci (terdiri
dari 1 masyarakat pengguna jasa yang dirugikan, 1
pelaksana jasa/tukang bor, dan 1 Ilurah pada
kelurahan setempat). Data sekunder bersumber dari
Al-Qur'an, Hadis, KHES, Fatwa DSN-MUI, kitab
fikih muamalah, serta aturan hukum positif seperti
Pasal 1243 KUHPerdata dan UU No. 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi. Teknik pengumpulan data
dilaksanakan melalui observasi non-partisipan,
wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi.
Analisis data  dilakukan  secara  kualitatif
menggunakan metode berpikir induktif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan melalui tiga instrumen utama yaitu
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi

Kabupaten Lampung

dilakukan secara non-partisipan dengan mengamati
kondisi fisik hasil pengerjaan sumur bor yang
bermasalah di Desa Pabrik Ateng. Wawancara
dilakukan secara semi-terstruktur guna menggali
informasi mendalam mengenai kesepakatan awal
akad, bentuk penyimpangan spesifikasi, serta
respons pertanggungjawaban ganti rugi dari
pelaksana  jasa.(Rachmawati, 2007)  Teknik
dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan arsip,
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catatan lisan yang dibukukan atau bukti-bukti
kesepakatan transaksi muamalah yang relevan.
Setelah seluruh data terkumpul maka proses
pengolahan  data dilakukan melalui  tahap
pemeriksaan keabsahan data (editing) dan klasifikasi
data secara terstruktur (systematizing) berdasarkan
rumusan masalah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan
metode berpikir induktif. Peneliti memulai analisis
dari temuan fakta-fakta khusus di lapangan
mengenai sengketa sumur bor di Desa Pabrik Ateng,
kemudian ditarik ke dalam kesimpulan umum
dengan mengujinya berdasarkan prinsip umum
Hukum Ekonomi Syariah, seperti pemenuhan hak
akad, keadilan (“adl), larangan  gharar
(ketidakjelasan), larangan tadlis (penipuan), serta
keabsahan tuntutan ganti rugi
(dhaman/ta 'wid).(Alaslan et al., 2023)

4. Hasil dan Pembahasan
Setelah menguraikan kerangka metodologi yang

digunakan maka pada bagian ini akan membedah

secara mendalam dinamika pengerjaan sumur bor di

Desa Pabrik Ateng melalui tiga pilar analisis utama.

Pembahasan dimulai dengan mengidentifikasi

realitas praktik serta bentuk-bentuk penyimpangan

spesifikasi pengerjaan sumur bor guna memetakan
bentuk wanprestasi yang terjadi di lapangan.

Kemudian analisis diarahkan pada tinjauan Hukum

Ekonomi Syariah (HES) untuk menguji keabsahan

akad wujrah (ijarah atas pekerjaan), terutama terkait

terpenuhinya rukun akad serta potensi adanya unsur
gharar (ketidakjelasan) dan fadlis (penipuan) yang
dapat merusak akad (ijarah fasid).(Rahmaniar et al.,

2025)  Terakhir pada bagian ini  akan

mengomparasikan mekanisme pelaksanaan ganti

rugi (dhaman) dan bentuk pertanggungjawaban
pelaksana jasa berdasarkan asas keadilan syariah dan
ketentuan hukum positif di Indonesia.(Gnangnon &

Chen, 2026)

A. Praktik, Tipologi Deviasi Teknis, dan Analisis
Risiko Muamalah Pengerjaan Sumur Bor di
Desa Pabrik Ateng

Praktik pengerjaan sumur bor di Desa Pabrik
Ateng, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten
Lampung Utara pada umumnya didasarkan atas
akad upah-mengupah (ujrah) atau akad kerja
(Cagd al-’amal) yang dilakukan secara lisan
antara pelaksana jasa yairu tukang bor dan
pengguna jasa yaitu sebagai pemesan (Ramdhani
et al., 2023). Transaksi yang berjalan di
masyarakat pedesaan ini masih  sangat
bergantung pada asas saling percaya sehingga
kontrak kerja tertulis yang memuat hak,
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kewajiban, dan spesifikasi teknis secara
mendetail jarang sekali ditemukan.(Tanzilullah
et al., 2023)

Pengguna jasa pada kesepakatan awal
biasanya mengajukan kriteria sumur bor modern
yang diinginkan dan meliputi estimasi
kedalaman minimal tanah yang harus ditembus,
diameter dan kualitas jenis pipa yang akan
ditanam hingga target debit air bersih yang
optimal untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga. Setelah indikator-indikator tersebut
dibicarakan beserta besaran biaya borongan atau
upah kerja harian maka pelaksana jasa akan
mulai melakukan proses pengeboran
menggunakan mesin bor modern.(Maharani,
2025)

Pada pelaksanaannya justru dengan ketiadaan
kesepakatan tertulis tersebut membuka peluang
besar terjadinya deviasi atau penyimpangan di
lapangan. Berdasarkan data hasil observasi dan
keluhan dari masyarakat setempat ada bentuk
penyimpangan spesifikasi teknis yang paling
mendominasi  adalah  tidak  tercapainya
kedalaman sumur sesuai dengan yang
diperjanjikan di awal. Contohnya pada pelaksana
jasa yang sering kali secara sepihak
menghentikan proses pengeboran dengan dalih
bahwa lapisan tanah di bawahnya terlalu keras
atau mengklaim bahwa air sudah ditemukan pada
kedalaman dangkal yang padahal setelah diuji
coba justru debit air yang dihasilkan sangat kecil
atau bahkan tidak keluar sama sekali.(Jorgi,
2024)

Fenomena ini diperparah dengan adanya
praktik  pengurangan  kualitas  material
pendukung seperti penggunaan pipa paralon
(casing) yang tipis dan bermutu rendah di bawah
standar mutu yang telah diminta oleh pemilik
rumah.(Az-Zahra, 2024)

Guna memetakan sebaran kasus
penyimpangan secara lebih objektif tanpa
mengesampingkan privasi personal warga,
berikut  adalah  tabulasi  data  bentuk
penyimpangan spesifikasi berdasarkan klaster
wilayah dusun dan estimasi kerugian di Desa
Pabrik Ateng:

Tabel 1 : Pemetaan Ragam Penyimpangan
Spesifikasi Berdasarkan Klaster

Wilayah Dusun
) Penyimp Modus Estnmfnsn
Lokasi angan . Kerugian
. Operandi . .
Kasus Spesifik Finansial
. Pelaksana Jasa
asi Konsumen
Pipa casing
diturunkan dari
. ketebalan kelas | Rp2.500.000 -
Manipul L
Dusun I . AW menjadi | Rp4.000.000
asi Mutu
(Sentral . kelas D yang | (Kerusakan
Material .. .. .
Desa) _ tipis tanpa izin | pipa pasca-
(Tadlts)
pemesan untuk | tanam)
menghemat
biaya modal.
Pengeboran
dihentikan di
tengah jalan
Dusun f:lnghem f:;ianbor d:tﬁ Rp1.500.000 -
I , ) p Rp3.000.000
Sepihak akibat batuan .
(Area & keras; pelaksana (Biaya
Perbuki > P tambahan di
Pemeras | memaksa
tan) . . luar akad)
an Biaya | meminta
tambahan uang
operasional
solar.
Melakukan klaim
Kuantita sepihak  bahwa
Dusun s air sudah jernih | Rp6.000.000 -
I di kedalaman 20 | Rp8.000.000
. Kedalam
(Sisi an meter (target | (Proyek gagal
Luar awal 35 meter) | total/sumur
Dangkal . .
Desa) (Gharar) agar bisa segera | kering)
pindah ke proyek
baru.

Penetapan indikator deviasi pada Tabel 1
menunjukkan bahwa ketiadaan batas teknis yang
baku memicu dua bentuk kecacatan utama dalam
Muamalah:

a. Unsur Gharar (Ketidakjelasan Objek)
Terjadi ketika parameter "selesai"-nya
pengerjaan sumur bor dibiarkan kabur secara
lisan. Hal ini memberikan ruang subjektif
bagi pelaksana jasa untuk menafsirkan
keberhasilan proyek secara sepihak, yang
berujung pada gagal fungsinya sumur bor
secara ekologis.

b. Unsur Tadlis (Penyembunyian Cacat
Material)

Terjadi saat pelaksana jasa secara sadar

mengeksploitasi ketidaktahuan teknis

(asymmetric information) konsumen awam

dengan memasang pipa bermutu
rendah.(Hill, 2024)
Penyimpangan-penyimpangan teknis

tersebut tidak hanya menimbulkan kekecewaan
tetapi juga membawa kerugian finansial yang
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nyata bagi masyarakat Desa Pabrik Ateng selaku
konsumen. Dana dalam jumlah besar yang telah
dikeluarkan oleh pengguna jasa menjadi sia-sia
karena asas kemaslahatan utama dari sumur bor
tersebut yaitu tersedianya air bersih secara
berkelanjutan yang tidak terpenuhi dengan
baik.(Sobri & Pasaribu, 2024) Faktor pemicu
utama dari konflik ini adalah adanya
ketidakjujuran profesional dari pihak pelaksana
jasa serta minimnya transparansi selama proses
pengeboran berlangsung. Ketika terjadi kendala
teknis berupa lapisan tanah berbatu maka
pelaksana jasa cenderung mengambil jalan pintas
dengan menyudahi proyek sebelum tuntas namun
secara tidak adil tetap menuntut pembayaran
upah penuh dari pengguna jasa.

Praktik pengambilan upah dari hasil kerja
yang menyimpang dan merugikan sepihak ini
bertentangan dengan larangan Allah SWT dalam
0OS. An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

O Y1 el a&eg &0 sl 13RE Y gkl Gl @G
52 V3R YR al o Ge BHlas 63K
ST
“Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di
antara kamu. Janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.” (OS. An-Nisa : 29).

Ayat ini menegaskan agar kaum mukmin
tidak saling memakan harta sesamanya dengan
jalan yang batil. Pemenuhan hak ekonomi dalam
akad jasa seharusnya bersumber dari transaksi
yang transparan dan didasari keridaan yang utuh
atas kualitas hasil kerja yang nyata.

Selain masalah teknis pengerjaan adanya
ketidakjelasan komitmen pasca-pengeboran juga
memperumit hubungan muamalah di antara
kedua belah pihak.(Shofi et al., 2022) Sebagian
pelaksana jasa lepas tangan begitu saja saat
sumur yang baru selesai dibuat mengalami
penyumbatan atau kerusakan pipa dalam waktu
singkat padahal garansi lisan sempat terucap saat
awal  transaksi  dilaksanakan. Ketiadaan
standardisasi baku mengenai batas operasional
kerja dan hak komplain konsumen di Desa Pabrik
Ateng membuat masyarakat berada pada posisi
yang  rentan  dirugikan.  Kondisi  ini
mencerminkan lemahnya perlindungan hak-hak
konsumen akibat pengabaian aspek transparansi
spesifikasi yang dalam jangka panjang
mencederai keharmonisan sosial ekonomi di
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lingkup masyarakat desa setempat (Nur &
Fauziyah, 2023).

Kompleksitas sengketa ini kian meruncing
lantaran ruang lingkup spesifikasi lisan yang
kabur membuat kedua belah pihak saling
mengklaim kebenaran versinya masing-masing.
Pihak penyedia jasa berlindung di balik argumen
kendala alam yang tak terduga sementara
pengguna jasa tetap berpegang pada target hasil
akhir yang fungsional.(Hayati, 2023) Karena
adanya batasan wanprestasi yang tidak
terdokumentasi secara tertulis maka sengketa
muamalah ini sering kali berakhir buntu tanpa
adanya titik temu yang adil. Oleh karena itu,
realitas empiris mengenai ragam penyimpangan
spesifikasi di Desa Pabrik Ateng ini menjadi
urgensi mendasar yang memerlukan tinjauan
kritis dan rekonstruksi penyelesaian berdasarkan
prinsip keadilan Hukum Ekonomi
Syariah.(Palmisano & Sacchi, 2024)

. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

Keabsahan Akad Ujrah dalam Pengerjaan
Sumur Bor

Esensi dari transaksi pemesanan jasa
pembuatan sumur bor yang dipraktikkan oleh
masyarakat Desa Pabrik Ateng dikategorikan
sebagai akad wjrah atau jjarah atas pekerjaan
(ijarah al-’amal) (Sukmaningrum & Yazid,
2022). Akad ini merupakan instrumen muamalah
yang sah dan sangat dianjurkan dalam Islam
selama  ditujukan untuk tolong-menolong
(ta’awun) dalam pemenuhan hajat hidup
manusia. Rukun dan syarat sah mutlak dalam
skema ijarah harus terpenuhi di antaranya adalah
adanya pihak yang berakad (agidain), upah
(ujrah), serta objek jasa (ma’qud 'alaih) berupa
pengerjaan sumur itu sendiri.(Sembada et al.,
2025) Nilai keabsahan akad ini sangat
bergantung pada komitmen kedua belah pihak
untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah secara
utuh terutama asas keridaan (“an taradin) yang
diwujudkan melalui keselarasan antara apa yang
diperjanjikan dengan apa yang
diimplementasikan di lapangan.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW
dalam Hadis Riwayat Tirmidzi No. 1352 yang
berbunyi :

395 5 Wi U pgla 35 etz

Gioa Jal

“Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat

yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang

mengharamkan  suatu  yang  halal  atau

menghalalkan suatu yang haram” (HR. Tirmidzi
No. 1352).

Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum



6 | JPS, Vol. 5, No. 2, Juli 2026

Hadis ini menyatakan bahwa kaum Muslimin
wajib terikat dan memenuhi syarat-syarat
(kesepakatan) yang telah mereka buat bersama.
Oleh karena itu, mengabaikan spesifikasi
kedalaman sumur bor atau memanipulasi kualitas
pipa secara sepihak merupakan bentuk
pelanggaran nyata terhadap komitmen akad yang
telah digariskan oleh syariat Islam.

Apabila melirik pada realitas tata cara
penutupan akad di Desa Pabrik Ateng yang
mayoritas mutlak menggunakan kesepakatan
lisan tanpa dokumen tertulis maka akad ini
berisiko besar terjebak dalam kecacatan hukum
syariat. Hukum Ekonomi Syariah sangat
menekankan aspek kejelasan dan transparansi
objek akad demi menghindari timbulnya unsur
gharar yang berarti adanya ketidakjelasan atau
ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu
pihak. Ketika spesifikasi teknis seperti batas
kedalaman pengeboran, diameter paralon, dan
jenis mesin tidak dituangkan secara definitif
maka objek akad (ma’qud 'alaih) menjadi kabur
dan tidak terukur (masjhul). Ketidakjelasan
parameter pekerjaan inilah yang secara teoretis
dalam fikih muamalah dapat merusak keabsahan
akad karena membuka celah terjadinya
perselisihan akibat perbedaan standar penilaian
antara pelaksana jasa dan pemesan.(Fathaniyah
et al., 2022)

Selain potensi gharar adanya enyimpangan
dalam bentuk manipulasi ketebalan pipa dan
klaim sepihak atas tuntasnya pengeboran yang
dilakukan oleh oknum pekerja bor juga
mengarah pada tindakan fadlis yang berarti
penipuan atau penyembunyian cacat objek. Islam
secara tegas mengharamkan segala bentuk
distorsi informasi yang sengaja dilakukan untuk
mengelabui konsumen demi meraup keuntungan
sepihak.(Anger et al., 2025) Pelaksana jasa yang
menyembunyikan fakta bahwa sumur belum
mencapai lapisan akuifer air yang optimal namun
tetap meminta upah penuh yang justru telah
menciderai asas kejujuran (shidg) dan memakan
harta sesama dengan cara yang batil yaitu unsru
akal amwal al-nas bi al-batil. Tindakan tadlis ini
secara hukum syariah memberikan hak opsi
(khiyar) bagi pengguna jasa untuk membatalkan
akad atau menuntut penyesuaian hak kontraktual
mereka.(Meyzian, 2024)

Maka untuk mengukur sejauh mana dampak
dari penyimpangan-penyimpangan tersebut
merusak sendi-sendi akad wjrah, berikut
disajikan tabel analisis keabsahan berdasarkan
parameter Hukum Ekonomi Syariah:

Tabel 2 : Analisis Keabsahan Akad Berdasarkan

Indikator Hukum Ekonomi Syariah

Unsur | Status Konsekuensi
Faktor Pelang | Akad .
Penyimpan aran | Menur Hukum Bagi
yimp & . Pelaksana
gan Syaria ut Jasa
t Fikih
Spesifikasi Gharar Wajib N
kedalaman . . memperbaiki
. (Ketida | Fasid .
& material el (Rusak kejelasan
kabur Jenasa 1;sa klausul atau
(kontrak . kontrak
Objek
lisan) iek) dibatalkan.
Memanipula
si pipa tipis | Tadlis Konsumen
& (Penip | Fasid | berhak atas
mengklaim | uan/Ke | (Rusak | Khiyar Aib
sepihak cacatan ) (pembatalan/mi
sumur ) nta ganti rugi).
selesai
Menghentik | Zalim / Tidak  berhak
an . proyek. Akal_ Bata]/ | Menerima upah
sepihak tapi | Amwal penuh atas
R K Haram R
meminta bi al- pekerjaan yang
upah penuh Batil tidak tuntas.

Berdasarkan analisis tersebut maka status
hukum akad wjrah dalam praktik yang
menyimpang di Desa Pabrik Ateng dapat
diklasifikasikan sebagai akad yang rusak (ijarah
fasid). Akad ini pada mulanya memenuhi rukun
secara lahiriah tetapi menjadi rusak (fasid)
karena adanya sifat atau klausul internal yang
cacat yaitu ketidakjelasan spesifikasi yang
memicu sengketa serta adanya unsur kezaliman
teoretis terhadap hak-hak finansial konsumen
(Burhanuddin, 2025). ljarah yang fasid tidak
boleh dibiarkan berlanjut tanpa adanya perbaikan
kontrak atau pemulihan hak karena hal tersebut
bertentangan dengan tujuan utama syariat
(maqasid al-syari’ah) yang wajib menegakkan
kemaslahatan (maslahah) serta menolak segala
bentuk kemudaratan (daf’u al-mafasid) di tengah
kehidupan ekonomi masyarakat (Hardiati et al.,
2024).

Penetapan status ijjarah fasid ini membawa
konsekuensi hukum yang tegas bagi kedua belah
pihak:

a. Gugurnya Hak Atas Upah Penuh (Ujrah

Musamma)

Pelaksana jasa tidak berhak menuntut
pembayaran sesuai harga borongan awal
apabila hasil pengerjaan cacat atau tidak
berfungsi. Pelaksana jasa hanya berhak
menerima upah standar (wjrah al-mithl)
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senilai hasil kerja riil yang benar-benar

memberikan manfaat nyata bagi pemesan
b. Aktivasi Hak Khiyar '4ib bagi Konsumen

Dalam doktrin Hukum Ekonomi Syariah,
ketika objek jasa yang diserahkan
mengandung cacat ('@ib) yang menurunkan
nilai atau fungsinya, konsumen secara
otomatis memperoleh hak khiyar 'Aib (hak

pilih) (Febrianti Aryet & Harahap, 2025).

Konsumen berhak memilih antara:

1) Membatalkan akad (faskh) dan meminta
pengembalian seluruh uang yang telah
dibayarkan (storno).

2) Menerima hasil kerja dengan syarat
pelaksana jasa wajib melakukan
perbaikan atau pemotongan biaya upah
secara proporsional.(Biswas, 2020)

Perspektif hukum syariah ini sejalan dengan
ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang
menetapkan kewajiban penggantian biaya, rugi,
dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu
perikatan, serta Pasal 67 UU No. 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan
penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan
bangunan (Yanti et al., 2026). Dengan demikian,
adanya keharmonisan antara norma hukum Islam
dan hukum positif memberikan landasan yuridis
yang kuat bahwa pelaksana jasa di Desa Pabrik
Ateng tidak dapat melepaskan diri dari tanggung
jawab hukum. Keadaan ini menegaskan perlunya
sebuah mekanisme rekonstruksi tata kelola ganti
rugi  (dhaman)  yang  objektif  untuk
menyelesaikan sengketa yang terjadi.(Dahal,
2024)

Maka di sini Hukum Ekonomi Syariah
memandang pentingnya melakukan rekonstruksi
komitmen akad pada jasa modern ini melalui
penguatan aspek pencatatan kontrak (kitabah)
(Nevianti et al., 2025). Pembenahan akad lisan
menjadi akad tertulis yang memuat standardisasi
spesifikasi secara eksplisit merupakan langkah
darurat untuk membersihkan transaksi ini dari
sisa-sisa gharar dan tadlis (Salamah, 2023).
Adanya kejelasan hak dan kewajiban yang
terdokumentasi inilah maka nilai keadilan ("adl)
yang menjadi poros utama dari hukum
muamalah Islam dapat ditegakkan secara
objektif.(Riska, 2022) Maka pemenuhan akad
ujrah tidak hanya bernilai sebagai pemenuhan
kewajiban ekonomi semata saja melainkan juga
bertransformasi menjadi ibadah  yang
mendatangkan keberkahan dan perlindungan
hukum yang berkeadilan bagi pelaksana maupun
pengguna jasa sumur bor.(Rauch & Rosch, 2026)
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C. Pelaksanaan Ganti Rugi (Dhaman) dan

Tanggung Jawab Pelaksana Jasa

Pelaksanaan penyelesaian sengketa akibat
pengerjaan sumur bor yang tidak sesuai
spesifikasi di Desa Pabrik Ateng sejauh ini
mayoritas ditempuh melalui jalan musyawarah
kekeluargaan (ash-shulh) secara lisan. Bentuk
pertanggungjawaban yang diberikan oleh
pelaksana jasa sangat bervariasi dan sering kali
tidak memiliki ukuran baku yang pasti. Sebagian
pelaksana jasa bersedia memberikan potongan
harga atau pengurangan sisa pembayaran upah
dan sebagian lagi Dbersedia melakukan
pengeboran ulang di titik baru namun tidak
sedikit pula yang memilih lepas tangan dan
mengabaikan komplain konsumen dengan alasan
kendala faktor alam yang tidak terduga.
Ketiadaan tolok ukur yang tertulis dan transparan
ini mengakibatkan nilai ganti rugi yang
diterapkan di masyarakat sering kali tidak
proporsional dengan total kerugian finansial
yang nyata-nyata telah diderita oleh pihak
pemesan jasa.(Cheng & Noh, 2024)

Tanggung jawab memulihkan kerugian
akibat kelalaian atau wanprestasi dalam suatu
hubungan kontrak dalam pandangan Hukum
Ekonomi Syariah sangat erat kaitannya dengan
konsep ganti rugi (dhaman atau ta’wid) dan
didasari oleh kaidah asasi yang disepakati ulama
yang berbunyi :

J15 SOl
“Kemudaratan (bahaya/kesulitan) harus
dihilangkan”

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk
kemudaratan atau kerugian yang menimpa
seseorang harus dihilangkan. Berdasarkan
kaidah ini, pelaksana jasa tidak boleh
membiarkan konsumen menanggung kerugian
finansial sendirian akibat sumur bor yang tidak
berfungsi atau paralon yang pecah, melainkan
wajib menghilangkannya melalui tindakan nyata
berupa perbaikan atau kompensasi yang sepadan
(Wijayanti, 2025).

Ketika pelaksana jasa sumur bor melakukan
wanprestas baik berupa pengurangan kedalaman
tanah maupun penurunan kualitas pipa paralon
maka secara syariat mereka memikul tanggung
jawab moral dan hukum untuk memulihkan
keadaan finansial konsumen seperti sediakala.
Pembebanan ganti rugi dalam Islam bukan
bertujuan untuk menghukum melainkan untuk
menegakkan asas keadilan (‘adl) dan melindungi
hak kepemilikan harta (hifzh al-mal) dari praktik
pemanfaatan yang tidak berhak.(Ibrahim, 2022)
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Apabila dikaitkan dengan instrumen hukum
positif di Indonesia maka konsep dhaman dalam
hukum Islam ini memiliki substansi dan
semangat keadilan yang selaras dengan regulasi
negara. Pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) secara tegas
dinyatakan bahwa kewajiban memberikan ganti
rugi berupa biaya, rugi, dan bunga mulai
diwajibkan apabila debitur atau pelaksana
perikatan telah dinyatakan lalai dalam memenuhi
kewajibannya. Keselarasan ini juga ditemukan
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi di mana pada pasal 67
sampai 70 ditegaskan bahwa penyedia jasa wajib
melaksanakan ~ pekerjaan  sesuai  dengan
spesifikasi teknis yang diperjanjikan dan apabila
terjadi kegagalan hasil kerja maka penyedia jasa
wajib memberikan kompensasi atau melakukan
perbaikan (Zachry & Arifah, 2025). Baik hukum
syariah maupun hukum positif sama-sama
menempatkan pemenuhan standar teknis sebagai
variabel mati yang wajib
dipertanggungjawabkan demi kepastian hukum.

Meskipun terdapat keselarasan konseptual
antara hukum Islam dan hukum positif tapi pada
implementasi praktis di Desa Pabrik Ateng masih
menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar
(gap). Sifat penyelesaian yang sekadar bersandar
pada perdamaian lisan tanpa hitungan nilai
kerugian yang riil membuat hak-hak konsumen
di pedesaan belum terlindungi secara optimal
sesuai dengan semangat magqasid al-syari’ah.
Musyawarah yang terjadi di lapangan sering kali
menempatkan pengguna jasa pada posisi tawar
yang lemah karena mereka tidak memiliki bukti
hitam di atas putih untuk menuntut haknya. Ganti
rugi dalam prinsip Muamalah baru dikatakan
memenuhi asas keadilan apabila kompensasi
yang diberikan setara dengan nilai kerugian
nyata yang timbul (real damage) tanpa
mengandung unsur yang memberatkan salah satu
pihak secara berlebihan (la dharara wa la
dhirara).(Zanariyah et al., 2023)

Efektivitas pelaksanaan ganti rugi di Desa
Pabrik Ateng hanya dapat dicapai apabila terjadi
perubahan paradigma transaksi di masyarakat
yang dari semula hanya berbasis lisan menjadi
kontrak tertulis yang berkarakter syariah.
Klausul mengenai mitigasi risiko kegagalan bor
dan skema ganti rugi yang jelas harus disepakati
secara transparan di awal akad agar tidak memicu
perbedaan penafsiran saat terjadi masalah.
Penegakan prinsip dhaman yang dikombinasikan
dengan kepatuhan terhadap regulasi hukum

positif yaitu KUHPerdata dan UU Jasa
Konstruksi akan menciptakan ekosistem industri
jasa konstruksi bor lokal yang sehat, jujur, dan
tepercaya (Imani & Agustina, 2024). Maka
perlindungan hak konsumen dan keberkahan
usaha bagi para pelaku jasa sumur bor di Desa
Pabrik Ateng dapat terwujud secara seimbang
dan berkeadilan.(Prawira, 2022)

. Kesimpulan dan Saran
. Simpulan Penelitian

1) Tipologi Deviasi Teknis: Pengerjaan sumur
bor di Desa Pabrik Ateng berbasis
kesepakatan lisan terbukti memicu deviasi
teknis berupa manipulasi mutu material
pipa (casing), penghentian pengeboran
sepihak  disertai  pemerasan  biaya
operasional, dan manipulasi pencapaian
kedalaman tanah.

2) Status Keabsahan  Akad: Praktik
penyimpangan tersebut secara substansial
mengandung unsur gharar (ketidakjelasan
objek) dan tadlis
(penipuan/penyembunyian cacat), sehingga
membatalkan  keabsahan akad dan
menetapkan status transaksi sebagai ijarah
fasid. Konsekuensi hukumnya
menggugurkan hak pelaksana atas upah
borongan penuh (wjrah musammd) dan
memberikan hak khiyar ‘aib  bagi
konsumen.

3) Mekanisme Ganti Rugi (Dhaman):
Pengerjaan ganti rugi yang selama ini
diselesaikan melalui musyawarah lisan
belum memenuhi keadilan syariah. Tata
kelola ganti rugi harus direkonstruksi
berbasis kalkulasi kerugian riil (real
damage) serta diintegrasikan ke dalam
perjanjian tertulis (kitabah) yang memuat
klausul mitigasi risiko geologis.

B. Rekomendasi dan Saran

1) Bagi Masyarakat (Pengguna Jasa):
Menghentikan  kebiasaan  bertransaksi
secara lisan dan beralih ke kontrak tertulis
(kitabah) yang secara rinci mencantumkan
spesifikasi material, target kedalaman, serta
klausul ganti rugi.

2) Bagi Pelaksana Jasa (Tukang Bor):
Meningkatkan transparansi dan
profesionalisme sesuai prinsip kejujuran
(shidq), serta menerapkan asas al-ghunmu
bil-ghurmi (kesiapan menanggung risiko
berbanding lurus dengan keuntungan yang
didapat).
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3) Bagi Pemerintah Desa Pabrik Ateng:
Menyusun Peraturan Desa (Perdes) atau
draf baku perjanjian standar transaksi jasa
konstruksi  lokal guna memberikan
kepastian hukum dan perlindungan
konsumen di tingkat desa
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